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TAX AMNESTY DAN MORAL HAZARD : 
Studi Reformulasi Undang-Undang Tax Amnesty 2016  
Untuk Mencegah Moral Hazard Wajib Pajak 
 
Abstrak 
Tulisan ini merupakan studi empiris pemberlakuan hukum tax amnesty 2016 di 
Indonesia, di mana dalam pelaksanaannya muncul moral hazard oleh Wajib Pajak. 
Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk moral hazard yang 
terjadi dan bagaimana reformulasi model tax amnesty untuk mencegah moral 
hazard.Tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui bentuk moral hazard dan 
reformulasi UU No. 11/2016 untuk mencegah moral hazard. Metode penelitian 
adalah yuridis sosiologis di mana data didapatkan dari wawancara dengan responden. 
Penulis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence H. Friedman dan  
penegakan hukum Soerjono Soekanto dalam menganalisa permasalahan. 
Berdasarkan penelitian, moral hazard terjadi karena kondisi monitoring disability 
karena kesulitan pengawasan kepada Wajib Pajak, karena kondisi  undesirable  
behavior production dimana Wajib Pajak tanpa itikad baik memaksimalkan 
keuntungan dari fasilitas tax amnesty, kondisi  undesirable outcome  (impact)  
production serta kondisi  morals disability dimana terdapat perilaku ketidakjujuran. 
Upaya mengurangi moral hazard dalam tax amnesty dilakukan dengan reformulasi 
beberapa pasal dalam UU No. 11/2016. 
 
Kata kunci : tax amnesty, pengampunan pajak, moral hazard, sistem hukum 
Abstract 
This paper is an empirical study of tax amnesty in 2016 in Indonesia, where in 
practice appears moral hazard by taxpayers. The problems discussed in this article is 
how the form of moral hazard occurs and how reformulation of the model tax 
amnesty to prevent moral hazard. The purpose of thesis writing is to know the form 
of moral hazard and reformulation of  UU No. 11/2016 to prevent moral hazard. This 
paper uses the theory of legal system (Lawrence H. Friedman) and law enforcement 
by Soerjono Soekanto. Based on research, moral hazard occurs due to the condition 
monitoring of disability due to the difficulty supervision to taxpayers, because the 
conditions of undesirable behavior of production where taxpayer without good faith 
to maximize the advantages of the facility tax amnesty, state undesirable outcome 
(impact) production as well as the condition of morals disability where there is the 
behavior of dishonesty . Efforts to reduce moral hazard in the tax amnesty conducted 
with reformulation of some articles in the UU No. 11/2016. 
 




Program pemerintah yang cukup krusial pada tahun 2016 adalah Pengampunan 
Pajak, atau yang biasa dikenal sebagai Tax Amnesty, yaitu dengan diundangkannya 
Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dimana 
pengampunan diberikan untuk periode Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Pada 
Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pengampunan pajak (tax amnesty) diartikan 
sebagai : “Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 
dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.” 
Program tax amnesty ini merupakan salah satu bentuk voluntary disclosure 
(pengungkapan sukarela) oleh Wajib Pajak atas harta-hartanya yang belum 
dilaporkan kepada otoritas pajak. Program ini biasa diterapkan oleh beberapa negara 
sebagai upaya untuk menarik dana repatriasi dari luar negeri, meningkatkan 
penerimaan pajak serta perbaikan sistem administrasi dengan biaya yang minimal.  
Pelaksanaan program tax amnesty Indonesia dinilai oleh banyak pihak sebagai tax 
amnesty tersukses di dunia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 
mengungkapkan data-data pencapaian program pengampunan pajak (tax amnesty) 
sebagai yang tersukses di dunia, dengan total deklarasi harta yang mencapai Rp 
4.414 triliun dan uang tebusan Rp 105 triliun.1 Komentar positif juga di sampaikan 
oleh pengamat perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo 
yang menyatakan bahwa pencapaian tax amnesty di Indonesia, diukur dari nilai 
pernyataan harta maupun uang tebusan adalah yang tertinggi di dunia. 2 Angel 
Gurria, Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation & Development 
(OECD) atau Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan mengapresiasi 
Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Indonesia dengan capaian nilai 
                                                            
1Sri Mulyani Buktikan Tax Amnesty RI Tersukses di Dunia. http://bisnis.liputan6.com. Diakses tanggal 
7 Juli 2017 




pernyataan harta lebih dari Rp 2.000 triliun di periode I 2016.3 Konsultan keuangan 
JP Morgan, seperti dilansir oleh laman Barron’s Asia, 22 September 2016, menilai 
pencapaian dari pelaksanaan program tax amnesty yang sedang berjalan di Indonesia 
telah jauh melampaui ekspektasi awal pasar untuk pernyataan harta pada kisaran 
nilai US$ 30-US$ 50 miliar atau sekitar Rp 400 triliun-Rp700 triliun (US$ 1 = Rp 
13.200).4 
Sebagaimana lazimnya pelaksanaan program pengampunan pajak di negara 
lain, pengampunan pajak di Indonesia yang sudah berjalan dari bulan Juli 2016 
disinyalir tidak hanya berdampak positif saja, melainkan diikuti juga dengan 
perilaku-perilaku ketidakpatuhan bahkan moral hazard oleh Wajib Pajak. Moral 
hazardterjadi karena adanya asimetri informasi5 antara Wajib Pajak dan otoritas 
pajak. Keterbatasan akses informasi pihak otoritas pajak atas harta yang dimiliki oleh 
Wajib Pajak membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk melakukanmoral hazard. 
Munculnya moral hazarddalam program tax amnestyini telah disinyalir oleh Prof. 
Gunadi (2016) : “Causes for a tax amnesty can be a large amount of arrears, a 
widespread lack of tax compliance or the intention of a fundamental reform of the 
tax system. Therefore, it is understandable that some people point out that a tax 
amnesty can result in moral hazard.”6 Selain itu, Yustinus Prastowo7 Direktur 
Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menjelaskan tiga moral 
hazard yang mungkin timbul (sebelum pemberlakuan tax 
amnesty), Pertama, aparatur pajak bisa memperlama proses penyidikan pajak, 
sehingga memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendapat pengampunan 
dari tax amnesty. Kedua, mengurangi harta bersih dengan mengakui hutang 
fiktif.Kemungkinan Ketiga, pada pengadilan pajak, hakim bisa mempercepat 
                                                            
3Organisasi Ini Puji Kesuksesan Tax Amnesty Indonesia. http://bisnis.liputan6.com .Diakses pada 
tanggal 7 Juli 2017. 
4JP Morgan : Tax Amnesty Indonesia lampaui Ekspektasi Awal. https://m.tempo.co. Diakses pada 
tanggal 7 Juli 2017. 
5Taswan Ibrahim dan Ragimun.(2014). Moral hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan 
di Indonesia.www.kemenkeu.go.id Diakses pada tanggal 16 Pebruari 2017. 
6Gunadi. (2016). The Effectiveness of Tax Amnesty. Diakses dari Kompas.com tanggal 16 Pebruari 
2017. 




menyelesaikan perkara sehingga Wajib Pajak mempunyai kesempatan mengikuti tax 
amnesty.  
Istilah moral hazard awalnya dikenal dalam dunia asuransi.Moral hazard 
dipandang sebagai sebuah keadaan dimana akibat perbuatan seseorang risikonya 
ditanggungoleh orang lain. Misalnya seorang peserta asuransi kesehatan akan acuh 
menjaga kesehatannya karena apabila dia sakit yakin bahwa biaya akan ditanggung 
oleh asuransi, atau bahkan membebankan biaya yang seharusnya tidak perlu 
ditanggung pihak asuransi. Moral hazard dalam tax amnestyterjadi karena Wajib 
Pajak merasa dengan mengikuti program tersebut maka akan mendapat jaminan 
pengampunan pajak yang seharusnya terhutang. Dalam hal ini Wajib Pajak akan 
mencari celah bagaimana mendapatkan fasilitas maksimal tax amnesty namun 
dengan membayar uang tebusan yang diminimalkan.  
Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 
1.Bagaimana bentuk moral hazard yang bisa terjadi dalam pelaksanaan UU No. 11 
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak? 
2.Bagaimana reformulasi Undang-Undang Tax Amnesty untuk mencegah moral 
hazard? 
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa perilaku moral hazard dalam 
pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan 
mereformulasi Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk mencegah moral hazard 
dalam penerapan tax amnesty. Berberapa manfaat yang diharapkan dapat diambil 
dari penelitian ini yaitu memberi masukan kepada pembentuk Undang-undang dan 
stakeholder lainnya bentuk-bentuk moral hazard dalam tax amnesty dan memberi 
masukan kepada pembentuk Undang-undang dan stakeholder lainnya sebuah model 
tax amnesty yang dapat mencegah moral hazard Wajib Pajak. 
Analisa dalam tulisan ini menggunakan teori Friedman (1975)8 yang dikenal 
sebagai system hukum. Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum yang 
menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu struktur hukum, substansi 
                                                            
8 Lawrence M Friedman. (2015).Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan M. Khozin, 
Cetakan VII,  Bandung : Nusa Media 
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hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau 
rangkanya, bagian yang  tetap  bertahan,  bagian  yang  memberi  semacam  bentuk  
dan batasan  terhadap  keseluruhan.  
Selajutnya sistem hukum ini dikombinasikan dengan faktor-faktor 
penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983)9 antar lain faktor hukum atau 
undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor 
masyarakat dan faktor kebudayaan. Sehingga didapatkan beberapa faktor yang 
menurut penulis mempengaruhi pencegahan moral hazard dalam pemberlakuan tax 
amnesty, sebagai berikut : 
a. Faktor substansi hukum, merupakan rumusan dari regulasi tax amnesty baik 
fasilitas serta sanksi-sanksinya dalam Undang-undang Pengampunan Pajak; 
b. Faktor aparat penegak hukum 
c. Faktor sarana / fasilitas 
d. Faktor masyarakat dan kultur hukum 
Faktor tersebut diatas yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam 
tulisan ini. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini termasuk jenis penelitian yuridis 
sosiologis yang merupakan penelitian empiris dengan sumber data wawancara 
kepada responden.Wawancara dilakukan kepada petugas pajak yang bertugas 
langsung dalam penelitian Surat Pernyataan Harta (sebagai sarana permohonan 
pengampunan). Penelitian yuridis sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui 
pemberlakuan Undang-undang Pengampunan Pajak serta dampaknya dalam 
memunculkan kondisi moral hazard oleh Wajib Pajak. Penelitian ini bersifat 
preskriptif, yaitu bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan solusi atas 
permasalahan munculnya kondisi moral hazard oleh Wajib Pajak dalam UU No. 11 
tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jenis Data yang digunakan oleh Peneliti 
dalam penelitian ini berupa data wawancara yang didukung dengan data sekunder 
                                                            




dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. 
 
3. HASIL PENELITIAN 
Wawancara dilakukan kepada responden yang seluruhnya petugas pajak yang terlibat 
langsung dengan penelitian berkas pengampunan Wajib Pajak. Pertanyaan yang 
diajukan kepada responden berkisar kepada bagaimana bentuk moral hazard yang 
terjadi, kondisi apa yang mendorong moral hazard serta upaya yang dapat dilakukan 
untuk mencegahnya.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa bentuk 
moral hazard yang terjadi antara lain : 
1. Wajib Pajak sedang diperiksa dengan perkiraan kurang bayar pajak besar tiba-tiba 
ikut tax amnesty dengan membayar uang tebusan kecil. Wajib Pajak tetap sah 
amnestinya, mendapat pengampunan namun negara dirugikan;  
2. Wajib Pajak sedang mendapat klarifikasi data dari account representative dengan 
perkiraan kurang bayar pajak cukup besar tiba-tiba ikut tax amnesty dengan 
membayar uang tebusan kecil. Wajib Pajak tetap sah amnestinya, mendapat 
pengampunan namun negara dirugikan; 
3.Wajib Pajak yang sedang terkena kasus faktur pajak fiktif, mengikuti program tax 
amnesty,  mengungkapkan sejumlah kecil harta dengan tebusan ala kadarnya namun 
diampuni dari semua jenis pajak yang seharusnya terhutang (termasuk dari kasus 
faktur pajak fiktif); 
4. Wajib Pajak peserta tax amnesty melaporkan omset / mengecilkan omset dibawah 
Rp. 4,8 miliar, serta melaporkan harta di bawah 10 M, dengan cara memecah omset 
dan harta dengan anggota keluarga lain yang mempunyai NPWP atau perusahaannya 
yang lain, atau kalau perlu mendirikan perusahaan baru, tujuannya agar mendapat 
fasilitas tarif tebusan terendah (0,5%); 
5. Wajib Pajak yang sedang mengajukan keberatan tapi peluang diterimanya kecil, 
memilih mengikuti tax amnesty dengan membayar pokok pajak dan tebusan untuk 
mendapatkan penghapusan sanksi; 
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6. Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan terakhir (tahun 2015) 
mengikuti tax amnestydapat  menggelembungkan nilai harta pada SPT tahun 2015 
yang dilaporkan, sehingganilai harta sebagai basis penghitungan selisih harta 
menjadi lebih besar, yang berakibat selisih harta tambahan menjadi kecil, maka uang 
tebusan yang harus disetor menjadi lebih kecil dari seharusnya; 
7. Pemalsuan dokumen, misalnya hutang fiktif untuk mengecilkan nilai harta bersih; 
8. Sengaja mengikuti program tax manesty setelah terlebih dahulu mendapatkan 
restitusi. Sehingga Wajib Pajak mendapat dua keuntungan, yaitu dari pengembalian 
pembayaran pajak serta fasilitas tax amnesty yang dinikmatinya. Atau bahkan 
membayar uang tebusan dari uang pengembalian pembayaran pajak yang 
diterimanya. 
Beberapa pasal dalam Undang-undang No. 11 yang dapat membuka peluang 
munculnya moral hazard adalah : 
Pasal 3 ayat 3 tentang subyek pengampunan pajak; 
Pasal ini tidak mengecualikan Wajib Pajak yang diperiksa / disidik dari hak untuk 
mengikuti pengampunan pajak, sehingga pemeriksaan / penyidikan dapat dibatalkan; 
Pasal 3 ayat 5 tentang obyek pengampunan pajak; 
Obyek pengampunan terlalu luas meliputi seluruh jenis pajak pusat, kecuati pajak 
bumi dan bangunan; 
Upaya mencegah moral hazard merupakan upaya meningkatkan efektivitas 
hukum. Maka analisa dilakukan dengan teori istem hukum yang disarikan dari teori 
Lawrence Friedman dan Soerjono Soekanto serta Howard Mummers dengan unsur-
unsurnya sebagai berikut : 
1. Substansi hukum 
2. Aparaf penegak hukum 
3. Fasilitas / sarana 
4. Masyarakat dan budaya 
Pembahasan yang utama dilakukan terhadap substansi hukum itu sendiri, karena 




3.1. Substansi Hukum  
3.1.1.Reformulasi Pengaturan Subyek Pengampunan Pajak Pada Pasal 3 Ayat . 
Pada pasal ini Wajib Pajak yang sedang diperiksa tidak termasuk dalam 
pengecualian yang tidak berhak pengampunan pajak. Penulis berpendapat bahwa 
pemeriksaan / penyidikan kepada Wajib Pajak telah didasarkan pada indikasi 
ketidakpatuhan Wajib Pajak sehingga dapat dimasukkan ke dalam pengecualian yang 
dapat mengikuti pengampunan pajak. Pembatasan pemeriksaan bisa dilakukan 
dengan jenis kasus yang sedang diperiksa / disidik misalnya hanya berkaitan dengan 
faktur pajak fiktif saja yang secara nilai cukup besar dan mendominasi kasus pidana 
pajak, dimana sebanyak 58 kasus pidana perpajakan yang dilakukan penyidikan 
tahun 2016, 39 atau 67%  merupakan kasus faktur pajak fiktif (tidak berdasarkan 
transaksi yang sebenarnya)10.  
3.1.2. Reformulasi Pengaturan Obyek Pengampunan Pajak Pada pasal 3 Ayat 5 
Definisi Pengampunan Pajak dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tentang 
Pengampunan Pajak adalah : “Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 
dengan caramengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.” Obyek pengampunan tersebut diperjelas kembali dalam 
Pasal 3 ayat 4 dan ayat 5 yaitu jenis pajak pajak Penghasilan dan PPN dan PPnBM. 
Pengampunan pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 diatas dilakukan 
dengan mengungkapkan “Harta” dan membayar tebusan. Dengan kata lain dasar 
penghitungan tebusan untuk mendapat pengampunan pajak adalah Harta. Harta 
(dengan H huruf besar) tentunya sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 3; 
“Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomisberupa seluruh kekayaan, 
baik berwujud maupun tidakberwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik 
yangdigunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yangberada di dalam 
dan/ataudi luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia”. 
Sedangkan dasar penghitungan uang tebusan diatur dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 
                                                            




bahwa uang tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum 
seluruhnya dilaporkan Wajib Pajak, dimana Harta bersih adalah nilai Harta dikurangi 
dengan hutang yang terkait. Pendefinisian harta selain ada pada UU No. 11 / 2016 
hanya ada di Undang-undang Pajak Penghasilan ada dalam Pasal 4 sebagai berikut : 
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun”. 
Definisi tentang harta ini tidak ada dalam UU PPN dan PPnBM, demikian 
pula pelaporan harta hanya ada pada laporan SPT pajak penghasilan tidak ada pada 
laporan SPT PPN/PPnBM. 
Berdasarkan alasan ini penulis berpendapat bahwa pengampunan pajak 
dengan obyek pengampunan termasuk PPN/PpnBM akan sulit untuk 
pengawasannya. Berbeda apabila obyek pengampunan hanya Pajak Penghasilan saja, 
pengawasan lebih mudah karena harta Wajib Pajak secara rutin akan terus dilaporkan 
dari tahun ke tahun dalam SPT Tahunan PPh. Alasan lain pengampunan pajak satu 
jenis pajak, dalam hal ini hanya atas pajak penghasilan sendiri saja adalah kesesuaian 
dengan teori ekonomi menurut Keynes (1936)11, yang menghubungkan penghasilan, 
konsumsi dan investasi. Harta adalah sisa penghasilan setelah konsumsi (Y = C + I + 
S). terlihat ada kaitan erat antara harta dan penghasilan. Harta sebagai dasar 
perhitungan tebusan berkorelasi dengan Pajak Penghasilan.Namun transaksi sebagai 
basis pengenaan PPN/PPnBM tidak ada korelasinya secara langsung dengan 
harta.Reformualsi pasal ini dilakukan dengan mempersempit obyek pengampunan 
pajak hanya untuk pajak penghasilan yang menjadi kewajiban sendiri saja, untuk 
mempermudah pengawasan. Dengan Wajib Pajak merasa akan mudah diawasi 
karena ada data pembanding harta yang diungkapkan Wajib Pajak, maka Wajib 
                                                            
11John Maynard Keynes. 1936.The General Theory of Employment, Interest, and Money. Rendered 
into HTML on Wednesday April 16 09:46:33 CST 2003, by Steve Thomas for The University of 
Adelaide Library Electronic Texts Collection.Diakses tanggal 4 Juli 2017. 
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Pajak akan lebih bertanggungjawab untuk mengungkapkan hartanya secara jujur. Ini 
berarti bahwa peluang perbuatan moral hazard menjadi lebih kecil. 
Kekurangan dan Kelebihan 
Kelebihan dari model pengampunan pajak penghasilan sendiri adalah lebih mudah 
pengawasan karena harta sebagai dasar penghitungan tebusan yang diungkapkan 
oleh Wajib Pajak dilaporkan juga dalam sebagai lampiran dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Wajib Pajak pada periode berikutnya tiap 
tahun. Sehingga Wajib Pajak tidak jujur dapat segera diketahui dan dikenai sanksi 
perpajakan.Hal ini sejalan dengan pendapat  Friedman bahwa hal penting terkait 
dengan sanksi adalah kepastiannya. Inilah yang membuat faktor pengawasan 
menjadi begitu kuat.12 Pengawasan yang lebih akan meminimalisir peluang moral 
hazard. Sementara kekurangan dari model ini adalah kurang menarik bagi Wajib 
Pajak. 
3.2. Faktor Aparat Penegak Hukum 
Perlu kewenangan yang lebih bagi otoritas pajak untuk mengakses data keuangan 
dan perbankan, sehingga asimetri informasi antara aparat pajak dan Wajib Pajak 
berkurang. Perlu penerbitan Undang-undang tidak sekedar Perpu (Perpu Nomor 1 
Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan) 
sehingga ada dasar hukum yang kuat atas kewenangan otoritas pajak. Sebagai 
pemenuhan atas kesepakatan keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic 
Exchange of Information (AEoI)13 dengan negara G-20,sehingga perilaku moral 
hazard dapat dikurangi. 
3.3. Faktor Sarana / Fasilitas 
Teknologi informasi harus dikembangkan juga untuk keperluan pengawasan pajak. 
Dengan pengelolaan IT yang baik data yang diperoleh dari Wajib Pajak secara 
elektronik, serta data-data pembanding dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain 
maka data Wajib Pajak akan bisa dikumpulkan dengan lebih cepat dan akurat. Data 
                                                            
12Lawrence Friedman.Opcit. Halaman 107 
13Ditjen Pajak Buka Rekening Nasabah, Istana : Ini Kesepakatan Dunia.  
http://economy.okezone.com. Diakses pada tanggal 5 Juli 2017. 
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yang lebih handal ini akan mempersempit asimetri informasi antara Wajib Pajak 
dengan otoritas pajak, sehingga moral hazard bisa dikurangi. 
3.4. Faktor Masyarakat dan kultur hukum 
Harus dilakukan sosialisasi sebelum hukum diberlakukan dalam jangka waktu yang 
cukup, sehingga subyek hukumtahu dan siap untuk melaksanakan. Pemberlakuan 
Undang-undang Pengampunan Pajak yang diberlakukan mulai 1 Juli 2016, dimana 
Undang-undang tersebut juga disahkan oleh Presiden juga pada tanggal 1 Juli 2016, 
menunjukkan persiapan yang kurang dari penerapan program tax amnesty ini.  
Menurut penulis, keberhasilan pemberlakuan sebuah hukumtax amnesty tergantung 
pada bagaimana sistem hukum tersebut bekerja, suatu perangkat hukum / Undang-
undang yang sesuai dengan moralitas, aparat penegak hukum yang kompeten dan 
bekerja dengan baik, dukungan sarana, prasarana dan kewenangan serta masyarakat 
khususnya Wajib Pajak yang jujur, peduli dan bertanggungjawab. 
4. PENUTUP 
Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Beberapa betuk moral hazard yang terjadi dalam pemberlakuan tax amnesty 
antara lain karena kondisi monitoring disability (hidden action), dimana otoritas 
pajak tidak dapat mengakses dan mengawasi seluruh harta Wajib Pajak, kondisi 
undesirable  behavior production (perilaku yang tidak diinginkan), Wajib Pajak 
mengikuti program tax amnesty hanya untuk mengambil keuntungan semata tanpa 
dilandasi itikad baik,  karena  undesirable outcome  (impact)  production, Wajib 
Pajak hanya mengungkap sebagaian hartanya saja, membayar uang tebusan kecil 
untuk mendapatkan keuntungan berupa penghapusan seluruh jenis pajak yang 
seharusnya terhutang serta karena moral hazard  sebagai  bentuk dari  morals 
disability misalnya pemalsuan dokumen. 
2. Beberapa pasal yang perlu direformulasi untuk mencegah moral hazard adalah : 
1) Pasal 1 ayat 1 tentang definisi pengampunan pajak; 
2) Pasal 3 ayat 3 tentang subyek pengampunan pajak; 
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3) Penghapusan Pasal 3 ayat 5 tentang obyek pengampunan pajak karena telah 
dibatasi di Pasal 1 ayat 1; 
Reformualsi dilakukan karena adanya kelemahan dalam Undang-Undang No. 11 
Tahun 2016 ada pada jenis pajak yang menjadi obyek pengampunan pajak, 
dimana jenis pajak selain pajak penghasilan sendiri (jenis pajak penghasilan 
pemotongan dan pemungutan dan PPN / PPnBM) tidak berkorelasi dengan harta 
langsung, sehingga sulit pengawasan / monitoringnya, sehingga muncul moral 
hazard. Untuk itu perlu reformulasi obyek pengampunan pajak ini dengan model 
lain untuk mengurangi peluang moral hazard yang dilakukan dengan cara 
pengungkapan harta kecil untuk mengeruk keuntungan maksimal dari  tax 
amnesty. Model tax amnesty satu jenis pajak penghasilan ini diterapkan di 
Thailand dan Brazil, sementara tax amnesty Malaysia hanya menerapkan 
pengampunan untuk pajak penghasilan saja (termasuk pemotongan dan 
pemungutan).Reformulasi pasal 3 ayat 3 untuk membatasi moral hazard bagi 
Wajib Pajak yang sedang bermasalah dengan faktur pajak fiktif. 
Berdasarkan pembahasan diatas, berikut ini saran yang dapat diberikan untuk 
mengurangi moral hazard dalam tax amnesty: 
1. Substansi hukum, melakukan reformulasi pasal tentang subyek pengampunan 
(Pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 5) dan obyek pengampunan (Pasal 3 ayat 3) 
menjadi hanya satu jenis pajak, yaitu pajak penghasilan sendiri. Dengan model 
ini akan memudahkan pengawasan pasca pemberlakuan tax amnesty, sehingga 
peluang moral hazard berkurang. Kelebihan lain model ini dapat mengurangi 
peluang moral hazard dengan cara pengungkapan harta kecil untuk mengeruk 
keuntungan maksimal dari  tax amnesty. 
2. Aparat penegak hukum, perlu aparat penegak hukum yang berintegritas dan 
profesional yang diakui masyarakat sehingga akan mendorong kepatuhan Wajib 
Pajak. 
3. Sarana dan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi dan kewenangan akses 
data untuk mendukung ketersediaan data perpajakan guna pengawasan kepada 
Wajib Pajak sehingga asimetri informasi antara aparat pajak dan Wajib Pajak.  
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4. Masyarakat dan kultur hukum, perlu penumbuhan kesadaran Wajib Pajak, bahwa 
taat membayar pajak merupakan moral yang baik sebagai bentuk kejujuran, 
kepedulian, keadilan dan tanggungjawab sebagai warga negara yang baik, di sisi 
lain moral hazard merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip moralitas. 
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